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	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya preventif yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Gorontalo dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A telah melaksanakan berbagai strategi preventif, seperti program pendidikan seksual berbasis sekolah dan komunitas, kampanye publik, serta pelatihan dasar bagi orang tua. DP3A juga menjalankan fungsi koordinatif dalam pendekatan rehabilitatif dan reintegratif bagi pelaku anak melalui kerja sama lintas lembaga. Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala signifikan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, belum optimalnya koordinasi antar-OPD, rendahnya kesadaran masyarakat, serta minimnya keterlibatan lembaga pendukung lainnya. Kesimpulannya, upaya preventif DP3A telah berjalan cukup efektif namun belum komprehensif karena terbatasnya kapasitas kelembagaan. Diperlukan penguatan sumber daya, sistem koordinasi terpadu, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak di Kabupaten Gorontalo..
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	This study aims to analyze the preventive efforts carried out by the Department of Women’s Empowerment and Child Protection (DP3A) of Gorontalo Regency in addressing cases of child sexual violence, as well as to identify the challenges encountered during the implementation of these programs. This research employed a qualitative approach using observation, in-depth interviews, and documentation as data collection techniques. The findings reveal that DP3A has implemented several preventive strategies, including school- and community-based sexual education programs, public awareness campaigns, and basic parental training. DP3A also performs a coordinating role in providing rehabilitative and reintegrative interventions for child perpetrators through cross-sectoral collaboration. However, significant challenges remain, including limited human resources and facilities, suboptimal inter-agency coordination, low public awareness, and insufficient involvement of supporting institutions. The study concludes that although DP3A’s preventive efforts are moderately effective, they are not yet comprehensive due to institutional capacity constraints. Strengthening resources, developing an integrated coordination system, and enhancing community participation are essential to creating a safer environment for children in Gorontalo Regency.
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1. PENDAHULUAN (12 Pt)
	Di Indonesia, kasus kekerasan seksual menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Korban dari tindakan ini tidak hanya berasal dari kalangan orang dewasa, tetapi juga telah menjangkau remaja, anak-anak, bahkan balita. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi fenomena yang kian sering terjadi dan telah menjadi persoalan global di banyak negara. Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami kenaikan, baik dari segi jumlah maupun tingkat keparahannya. Lebih memilukan lagi, pelaku kekerasan tersebut sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga, rumah, sekolah, lembaga pendidikan, maupun lingkungan sosial tempat anak berinteraksi. (Kusumaningtyas, 2015).
Secara umum, kekerasan seksual terhadap anak dapat diartikan sebagai keterlibatan anak dalam berbagai bentuk aktivitas seksual yang dilakukan sebelum anak mencapai usia minimum yang ditentukan oleh hukum di negara masing-masing. Dalam hal ini, pelaku bisa berupa orang dewasa, anak yang lebih tua, atau individu yang dianggap memiliki pemahaman atau pengetahuan lebih, yang kemudian memanfaatkan posisi tersebut untuk mendapatkan kepuasan atau melakukan tindakan seksual terhadap anak (CASAT Programme, Child Development Institute; Boyscouts of America; Komnas PA).
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap nilai moral maupun hukum, serta menimbulkan dampak serius baik secara fisik maupun psikologis. Tindakan ini dapat berupa sodomi, pemerkosaan, pencabulan, hingga inses. Menurut Erlinda, Sekretaris Jenderal KPAI, kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat diibaratkan seperti fenomena gunung es, di mana satu korban yang melapor mewakili banyak korban lain bahkan bisa mencapai enam anak atau lebih yang tidak mengungkapkan pengalaman mereka (http://indonesia.ucanews.com, diakses pada 20 Mei 2014). Fenomena ini mencerminkan betapa semakin sempitnya ruang yang aman bagi anak-anak. Dunia anak, yang seharusnya penuh keceriaan, bimbingan, dan nilai-nilai kebaikan, justru berubah menjadi lingkungan yang menakutkan, karena anak kini menjadi sasaran dari pelecehan seksual. (Dania, 2020).
Menurut Ricard J. Gelles (dalam Hurairah, 2012), kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dan dapat menyebabkan kerugian atau membahayakan kondisi fisik maupun emosional anak. Jenis-jenis kekerasan terhadap anak dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial. Sementara itu, berdasarkan definisi dari End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional, kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk interaksi atau hubungan antara anak dengan individu yang lebih dewasa baik itu orang asing, anggota keluarga, maupun orang tua di mana anak dijadikan sebagai alat pemuas hasrat seksual pelaku. Tindakan ini kerap dilakukan melalui cara-cara seperti paksaan, ancaman, penyuapan, manipulasi, atau tekanan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak tidak selalu melibatkan kontak fisik secara langsung, dan bisa berupa tindakan pemerkosaan maupun pelecehan seksual. (Kusumaningtyas, 2015).
Menurut Islawati dan Paramastri, kekerasan seksual terhadap anak (child sexual abuse) adalah tindakan pemaksaan dalam bentuk aktivitas seksual terhadap anak yang dilakukan untuk memenuhi tujuan tertentu. Pemaksaan tersebut dilakukan secara sepihak dengan cara yang tidak pantas dan tanpa adanya persetujuan dari anak. Umumnya, pelecehan seksual terjadi ketika pelaku membujuk dan memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual. (Dania, 2020).
Kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius, seperti trauma mendalam, gangguan kecemasan, depresi, hingga stres pasca trauma (PTSD). Dari sisi sosial, para korban kerap menghadapi stigma dan penolakan dari lingkungan sekitar, yang pada akhirnya semakin memperburuk kondisi mental dan emosional mereka. Basrowi dan Utami menyoroti bahwa efek psikologis dari kekerasan seksual pada anak dapat berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam menjalin hubungan sosial di masa mendatang, termasuk menurunnya rasa percaya terhadap orang dewasa maupun figur otoritas. (Ifada, 2023)
Kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak traumatis yang mendalam, seperti hilangnya rasa percaya terhadap orang dewasa, gangguan trauma seksual, serta perasaan tidak berdaya yang muncul dalam bentuk kecemasan berlebih, mimpi buruk, fobia, dan rasa sakit baik secara fisik maupun emosional. Menurut Smith dan Weber dalam Noviana, dalam jangka panjang, anak yang menjadi korban kekerasan seksual berisiko mengalami gangguan perkembangan yang dapat memicu kecenderungan untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Hal ini disebabkan oleh terbentuknya pandangan bahwa kekerasan seksual dapat dilakukan terhadap individu yang lemah dan tidak mampu melawan. (Ifada, 2023).
Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab kolektif yang harus dipikul oleh seluruh lapisan masyarakat. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak menjadi ancaman serius bagi kesehatan fisik maupun mental mereka, serta dapat berdampak besar terhadap masa depan anak. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak harus menjadi fokus utama dalam proses pembangunan bangsa. Mengingat kemampuan berpikir anak yang masih terbatas untuk membedakan antara perilaku baik dan buruk, keberadaan perlindungan hukum menjadi sangat penting bagi mereka. (Nellyda et al., 2020).
Perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 15 huruf F undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kejahatan seksual. Selanjutnya, Pasal 21 hingga Pasal 26 menjabarkan peran berbagai pihak seperti Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, serta Orang Tua atau Wali dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak. Ketentuan larangan melakukan kekerasan seksual terhadap anak tercantum dalam Pasal 76 huruf D, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun diperbolehkan melakukan kekerasan atau memberikan ancaman kepada anak. Sementara itu, Pasal 76 huruf E melarang setiap individu untuk memaksa, menipu, melakukan kebohongan berulang, atau membujuk anak agar terlibat dalam tindakan asusila.
Selain itu, ketentuan mengenai kekerasan seksual terhadap anak juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan pengesahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). (Ifada, 2023).
Menjaga dan menjamin hak-hak anak, termasuk hak untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, merupakan tanggung jawab baik secara moral maupun legal. Upaya edukatif yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman anak mengenai hak-hak mereka serta cara menghadapi situasi sosial yang berpotensi membahayakan dikenal sebagai bentuk perlindungan anak. Perlindungan ini tidak hanya mencakup penyampaian informasi, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas anak agar mampu melindungi diri mereka sendiri dan mendukung teman sebaya dalam menghadapi ancaman kekerasan. (Kusumaningtyas, 2015).
Perlindungan terhadap anak bukanlah tanggung jawab satu pihak semata, melainkan memerlukan sinergi antara berbagai instansi, lembaga, serta peran aktif individu dalam masyarakat. Hanya melalui kolaborasi bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual perlu mendapatkan layanan pemulihan atau setidaknya perhatian khusus untuk mengurangi dampak negatif terhadap kondisi psikologis dan mental mereka. (Dania, 2020).
Rendahnya mutu perlindungan terhadap anak di Indonesia sering mendapat sorotan dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Padahal, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hukum bagi anak demi menjamin hak mereka atas kelangsungan hidup dan kehidupan yang layak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Anak juga memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan, namun berbagai hak mereka belum sepenuhnya dipenuhi. Dalam realitasnya, anak-anak masih banyak yang menjadi korban eksploitasi, baik secara ekonomi sebagai pekerja anak dan anak jalanan, maupun dalam bentuk eksploitasi seksual. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat serta aparat penegak hukum sangat penting dalam upaya perlindungan hak-hak anak. (Rindana et al., 2022).
Pengungkapan kasus kekerasan seksual kerap mengalami hambatan karena korban sering kali tidak konsisten dalam memperjuangkan haknya di ranah hukum. Isu kekerasan seksual juga kerap dibingkai dalam perspektif moralitas, sehingga tindakan korban acap kali dinilai keliru atau dianggap kurang hati-hati. Ketika kekerasan seksual menimpa anak, dampaknya menjadi lebih berat karena adanya budaya menyalahkan korban (victim blaming), yang seolah menempatkan korban sebagai pihak yang turut bersalah atas kejadian tersebut. Hal ini menyebabkan korban mengalami kesulitan dalam meraih keadilan hukum akibat tekanan dan penghakiman moral yang diterima. (Franciscus Xaverius Wartoyo & Yuni Priskila Ginting, 2023).
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) memainkan peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Peran ini diwujudkan melalui berbagai program seperti edukasi, kampanye kesadaran, serta kolaborasi antar lembaga. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DPPPA bertanggung jawab dalam melindungi hak anak serta memberikan intervensi yang bersifat pencegahan dan pemulihan bagi anak yang menjadi korban kekerasan. Sejumlah program dan kebijakan yang dijalankan oleh DPPPA meliputi kampanye anti-kekerasan seksual melalui platform media sosial dan kegiatan penyuluhan di sekolah, pelatihan literasi digital untuk orang tua dan anak guna mencegah risiko kekerasan seksual dari penggunaan media sosial, kerja sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus kekerasan seksual, penyediaan layanan bantuan hukum bagi korban, serta layanan rehabilitasi baik secara fisik maupun psikologis, termasuk penyediaan tempat penampungan sementara dan konseling bagi anak korban kekerasan seksual. (Nafilatul Ain et al., 2022).
Upaya dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu untuk mencapai tujuan atau sebagai suatu strategi. Dalam konteks kedudukan seseorang, upaya merujuk pada dinamika yang muncul ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya. Dengan demikian, upaya dapat dipahami sebagai usaha yang terstruktur, sistematis, dan terencana yang bertujuan untuk mempertahankan atau mencegah perkembangan suatu hal agar tidak meluas atau berkembang lebih jauh. (Soeharto, 2019).
Surayin menyatakan bahwa upaya merujuk pada tindakan, pemikiran, atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap upaya yang dilakukan seseorang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dianggap tidak diinginkan atau mengganggu, serta mencari solusi untuk mengatasinya.
Preventif merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mencegah sesuatu terjadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah ini diartikan sebagai sesuatu yang memiliki sifat pencegahan. Dalam konteks sosial, politik, maupun hukum, tindakan preventif digunakan untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Upaya ini dilakukan agar masyarakat lebih patuh terhadap aturan yang berlaku serta memahami konsekuensi dari setiap tindakan. Secara sosial, tindakan preventif dapat diartikan sebagai bentuk pengendalian sosial yang bertujuan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari. (I Gusti Bagus Hengki, 2021).
Preventif adalah bentuk pengendalian yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau penyimpangan. Dengan kata lain, tindakan preventif merupakan upaya untuk mencegah terjadinya perilaku yang bertentangan dengan norma dan nilai. Pendekatan ini menitikberatkan pada pencegahan tindak kejahatan dengan cara mengenali serta mengurangi faktor-faktor risiko yang dapat memicu kejahatan. Tujuan utamanya adalah mencegah kekerasan terhadap anak melalui strategi pencegahan yang mencakup peningkatan pengetahuan, peran serta masyarakat, dan dukungan sosial. Upaya preventif dapat meliputi program pendidikan seksual, kampanye publik, pelatihan orang tua, serta pendekatan rehabilitatif dan reintegratif bagi pelaku kekerasan anak. (Novirahmayani, 2022).
Pemberdayaan perempuan merupakan usaha untuk membuka akses dan memberikan kapasitas yang setara bagi perempuan sebagaimana yang dimiliki laki-laki, agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan serta mewujudkan kesetaraan gender. (Nur, 2019).
Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas perempuan agar mereka mampu mengatur dan mengendalikan kehidupannya sendiri, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Proses ini dilakukan dengan memberikan perempuan kesempatan dan akses yang setara dengan laki-laki terhadap berbagai sumber daya dan peluang. (Asiva Noor Rachmayani, 2015).
Perlindungan merujuk pada serangkaian upaya yang dilakukan untuk melindungi anak dari ancaman atau bahaya, baik yang bersifat fisik maupun psikologis, melalui tindakan langsung maupun tidak langsung. Menurut Wiyono, perlindungan merupakan bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan guna menciptakan rasa aman bagi anak, baik secara fisik maupun mental. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya, agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. (Nurul, 2023).
Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak di Gorontalo, termasuk pemerintah, aktivis perempuan, aparat penegak hukum, hingga masyarakat luas. Berdasarkan data terkini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo, tercatat bahwa dalam lima tahun terakhir terdapat 403 kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Pada tahun 2024 saja, jumlah kasus mencapai 60, terdiri atas 46 kasus kekerasan seksual terhadap anak, 4 kasus kekerasan fisik, serta 10 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Adapun jumlah kasus dari tahun ke tahun yaitu: 97 kasus pada 2020, 93 kasus pada 2021, 69 kasus pada 2022, dan 84 kasus pada 2023. Jika dijumlahkan, total kasus dari tahun 2020 hingga 2024 mencapai 403 kasus, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:
Tabel 1.1
Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2020-2024
di Kabupaten Gorontalo
	NO
	TAHUN
	JUMLAH

	1
	2020
	97 kasus

	2
	2021
	93 kasus

	3
	2022
	69 kasus

	4
	2023
	84 kasus

	5
	2024
	60 kasus

	Total
	403 kasus


        	    Sumber: Data DPPPA Kabupaten Gorontalo

Di Kabupaten Gorontalo, tercatat sekitar 403 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 100 di antaranya adalah kekerasan seksual. Kasus-kasus ini sebagian besar dipicu oleh penggunaan media sosial. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kasus kekerasan ini antara lain rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh media digital yang tidak terkendali, dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban seringkali menjadi halangan bagi mereka atau keluarganya untuk melaporkan kasus kekerasan seksual, sehingga banyak kejadian yang tidak terungkap.
Fakta ini mengindikasikan bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan anak. Media sosial memegang peran penting sebagai pemicu kekerasan seksual terhadap anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan perlunya peningkatan literasi digital di kalangan anak-anak dan remaja untuk mencegah kekerasan seksual yang dipicu oleh internet.
Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam program literasi dan edukasi yang dilaksanakan oleh DPPPA, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh dinas untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kondisi di Kabupaten Gorontalo menunjukkan urgensi untuk memperkuat kebijakan preventif yang dijalankan oleh DPPPA. Dengan pesatnya perkembangan penggunaan media sosial, khususnya di kalangan anak dan remaja, DPPPA perlu memperkuat program edukasi digital serta meningkatkan kerja sama dengan sekolah dan orang tua.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji langkah-langkah preventif yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Gorontalo dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai bentuk upaya preventif yang telah dilakukan serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh DPPPA dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gorontalo. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam perlindungan hak anak dan mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan studi tentang "Upaya Preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Gorontalo."

2. METODE PENELITIAN (12 Pt)
	Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam berbagai upaya preventif yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Gorontalo dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pemilihan lokasi penelitian di Kantor DP3A Kabupaten Gorontalo dilakukan karena instansi ini memegang peran penting dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program perlindungan anak di daerah tersebut. Penelitian berlangsung dalam rentang waktu yang telah ditetapkan hingga seluruh data yang dibutuhkan berhasil diperoleh.
	Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara utuh dan kontekstual berdasarkan pengalaman para informan. Penelitian ini bersifat deskriptif, di mana peneliti berusaha menggambarkan realitas di lapangan terkait bentuk, strategi, dan implementasi upaya preventif yang dijalankan oleh DP3A. Data yang dikumpulkan berupa informasi verbal, dokumen tertulis, serta hasil observasi terhadap aktivitas yang relevan dengan fokus penelitian.
	Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui proses observasi langsung di lokasi penelitian dan wawancara dengan informan, seperti pegawai DP3A yang terlibat dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan kegiatan, arsip, literatur, dan sumber daring yang berkaitan dengan isu perlindungan anak (Moleong, 2021).
	Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan tiga teknik utama. Teknik observasi dilakukan dengan mengamati langsung situasi, aktivitas, dan kondisi di lingkungan DP3A tanpa melakukan keterlibatan langsung. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk menggali informasi mendalam dari para informan. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bentuk dokumen seperti foto, laporan kegiatan, dan arsip resmi yang dapat mendukung data observasi dan wawancara.
	Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana peneliti menyaring dan menyederhanakan data mentah agar sesuai dengan fokus penelitian. Setelah itu, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis untuk memudahkan peneliti memahami pola dan hubungan antar-temuan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses menyusun interpretasi terhadap data yang telah dianalisis. Kesimpulan ini terus diverifikasi sepanjang penelitian berlangsung untuk memastikan keabsahan dan ketepatannya hingga diperoleh simpulan akhir yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (12 Pt)
Pada bagian ini dijelaskan hasil penelitian dan sekaligus diberikan pembahasan yang komprehensif. Hasil dapat disajikan dalam bentuk gambar, grafik, tabel dan lain-lain yang membuat pembaca mudah memahami [2, 5]. Pembahasan dapat dilakukan dalam beberapa sub bab.
a. Hasil Penelitian
1) Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Gorontalo
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Gorontalo merupakan institusi pemerintah daerah yang dibentuk untuk menjawab berbagai persoalan terkait pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap anak. Pembentukan dinas ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan berperspektif gender.
	Secara resmi, DP3A Kabupaten Gorontalo berdiri berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2016. Regulasi tersebut mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, hingga tata kerja yang menjadi dasar bagi DP3A dalam melaksanakan pelayanan publik. Sejak terbentuk, dinas ini diarahkan menjadi pusat koordinasi dan pelaksana kebijakan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak.
	Komitmen pemerintah daerah dalam isu ini terlihat jelas ketika Kabupaten Gorontalo berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2017. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebagai pengakuan terhadap upaya pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak anak. Pada kesempatan tersebut, Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan bukti kesungguhan pemerintah daerah dan menargetkan peningkatan ke level yang lebih tinggi pada tahun-tahun berikutnya.
	Seiring berjalannya waktu, DP3A terus mengembangkan berbagai program strategis, salah satunya adalah penyelenggaraan rapat Pra Evaluasi Penilaian Komitmen Pemerintah Daerah terkait Pembangunan Responsif Gender dan Kabupaten/Kota Layak Anak dalam rangka persiapan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan evaluasi KLA tahun 2021. Kegiatan ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemangku kepentingan lainnya sebagai bentuk sinergi dalam mewujudkan lingkungan yang ramah bagi perempuan dan anak.
	Selain itu, DP3A juga aktif dalam pengoordinasian pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk mendorong terwujudnya desa-desa ramah perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo. Melalui rangkaian inisiatif yang berkesinambungan, dinas ini berupaya memastikan perempuan dan anak mendapatkan perlindungan, kesempatan berkembang, serta ruang aman dalam kehidupan sosial masyarakat.
	Dengan hadirnya DP3A Kabupaten Gorontalo, diharapkan berbagai isu kompleks yang dihadapi perempuan dan anak dapat ditangani secara lebih sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Upaya ini merupakan bagian dari visi pemerintah daerah untuk membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif.
2) Tugas dan Fungsi DP3A Kabupaten Gorontalo
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Gorontalo memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah daerah mewujudkan pembangunan yang responsif gender serta melindungi hak-hak perempuan dan anak. Secara khusus, dinas ini bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dalam menjalankan tugas tersebut, DP3A mengemban berbagai fungsi penting yang menjadi fondasi bagi pelaksanaan program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan dan anak.
	Salah satu fungsi utama DP3A adalah melakukan pengumpulan serta penyusunan rencana kerja, program, dan evaluasi yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan perempuan, serta perlindungan anak. Fungsi ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Selain itu, DP3A juga berperan dalam pengelolaan sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana secara efektif agar seluruh kegiatan kedinasan dapat berjalan optimal.
	Fungsi lainnya mencakup perencanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap program-program yang berfokus pada perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Melalui fungsi ini, DP3A memastikan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta tetap selaras dengan kebijakan pemerintah daerah. Tidak hanya itu, DP3A juga bertanggung jawab membina serta menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, maupun LSM. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan yang melibatkan banyak pihak dan memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak.
	Selain menjalankan fungsi perencanaan dan kerja sama, DP3A juga melaksanakan pengelolaan data, melakukan evaluasi, serta menyusun pelaporan atas seluruh kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pengelolaan data yang akurat dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap keputusan berbasis bukti (evidence-based policy). Lebih jauh, DP3A juga mengemban fungsi tambahan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan publik dan dinamika kedinasan, sehingga dinas ini memiliki fleksibilitas untuk merespons berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.
	Secara keseluruhan, fungsi-fungsi tersebut menjadi landasan kokoh bagi DP3A Kabupaten Gorontalo dalam memberikan pelayanan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pemenuhan hak perempuan serta anak. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang terstruktur, DP3A mampu menjalankan perannya sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang aman, adil, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

3) Struktur Organisasi DP3A Kabupaten Gorontalo
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Gambar 1 Struktur Organisasi DP3A Kabupaten Gorontalo




4) Upaya Preventif oleh DP3A Kabupaten Gorontalo dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual terhadap Anak
a) Program Pendidikan Seksual
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan seksual merupakan salah satu upaya preventif utama DP3A Kabupaten Gorontalo dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Program ini tidak hanya ditujukan kepada anak-anak, tetapi juga melibatkan guru, orang tua, serta masyarakat di desa. Temuan lapangan mengungkapkan bahwa DP3A mengemas materi secara sederhana dan ramah anak, misalnya melalui penjelasan tentang bagian tubuh pribadi yang tidak boleh disentuh, cara mengenali situasi berbahaya, hingga langkah konkret yang perlu dilakukan apabila anak mengalami pelecehan.
Pelaksanaan program dilakukan pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi berdasarkan data kasus yang dimiliki DP3A. Kecamatan Limboto, Telaga, Telaga Biru, dan Tibawa menjadi lokasi prioritas. Di dalam masing-masing kecamatan tersebut, kegiatan dilakukan pada kelurahan dan desa yang sebelumnya tercatat memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi.
Pemilihan lokasi berbasis data kasus merupakan strategi tepat untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas. DP3A juga tidak bekerja sendiri, melainkan menggandeng Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi pelaksanaan di sekolah, kepolisian untuk memberikan perspektif hukum, serta lembaga perlindungan anak untuk memastikan pendampingan sesuai standar perlindungan anak.
Dengan demikian, program pendidikan seksual yang dilakukan DP3A bersifat terencana, berbasis data, dan melibatkan kolaborasi lintas sektor sehingga mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang berada pada usia rentan.
b) Kampanye Publik
Temuan lapangan memperlihatkan bahwa DP3A konsisten menyelenggarakan kampanye publik setiap tahun sebagai bentuk upaya peningkatan kesadaran masyarakat. Kampanye ini dilakukan melalui tatap muka langsung dan media edukasi yang mudah dipahami. Para narasumber menjelaskan bahwa kampanye menyasar dua ranah utama, yaitu masyarakat desa dan institusi pendidikan.
Di tingkat desa, kampanye difokuskan pada wilayah yang berdasarkan data internal memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi, seperti Desa Tabumela, Talumelito, dan Ombulo. Sementara di sektor sekolah, kampanye menyasar siswa SD dan SMP sebagai kelompok yang dinilai paling rentan.
Kegiatan kampanye publik disampaikan secara kolaboratif bersama tenaga profesional seperti psikolog anak, penyuluh kepolisian, serta perwakilan LSM mitra. Mereka memberikan materi mengenai bahaya kekerasan seksual, tanda-tanda perilaku mencurigakan, langkah pencegahan, serta cara melapor. Media edukasi seperti banner, leaflet, video edukatif, dan metode permainan interaktif digunakan agar pesan mudah diterima oleh anak-anak.
Hasil penelitian juga menemukan peran signifikan Forum Anak sebagai mitra strategis. Forum Anak membantu menyampaikan edukasi, menjadi konselor sebaya, serta bertindak sebagai pelapor ketika mengetahui adanya kasus. Forum Anak telah terbentuk di tingkat kabupaten, desa, dan sekolah sehingga memudahkan penyebaran informasi hingga ke akar rumput.
Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa kampanye publik tidak hanya menjadi kegiatan rutin, tetapi telah berkembang menjadi gerakan kolaboratif yang melibatkan banyak pihak, meski cakupannya masih terbatas akibat anggaran yang belum memadai.
c) Pelatihan Orang Tua
Temuan lapangan menunjukkan bahwa pelatihan langsung untuk orang tua belum terlaksana secara optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang mengharuskan DP3A memprioritaskan kegiatan sosialisasi untuk anak di sekolah. Meski demikian, DP3A tetap berupaya menjangkau orang tua melalui kegiatan pelatihan yang dilakukan di desa, yang biasanya dikemas dalam bentuk bimbingan teknis (Bimtek) atau peningkatan kapasitas.
Beberapa desa telah melaksanakan kegiatan semacam ini, namun cakupannya belum luas. Materi yang diberikan lebih banyak fokus pada pola asuh, komunikasi positif, dan cara mengenali tanda-tanda kekerasan seksual pada anak. Namun, pola pelatihan yang tidak terjadwal rutin membuat dampak jangka panjang menjadi kurang signifikan.
Temuan ini mengindikasikan bahwa orang tua sebagai pihak yang paling dekat dengan anak belum mendapatkan edukasi yang optimal. Padahal, literasi orang tua sangat berpengaruh pada deteksi dini kekerasan seksual di lingkungan keluarga dan masyarakat.
d) Pendekatan Rehabilitatif dan Reintegratif bagi Pelaku Kekerasan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks penanganan pelaku kekerasan seksual terhadap anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Gorontalo tidak memiliki kewenangan langsung untuk menangani proses rehabilitasi maupun reintegrasi sosial pelaku. Fokus utama DP3A tetap tertuju pada pemenuhan hak, pendampingan, serta perlindungan terhadap korban. Meskipun demikian, dinas ini tetap memainkan peran strategis sebagai koordinator lintas lembaga, terutama dalam kasus di mana pelaku dan korban berada dalam lingkungan sosial yang sama sehingga berpotensi menimbulkan dampak psikologis lanjutan bagi korban.
Dalam menjalankan fungsi koordinatif tersebut, DP3A menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga, seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Dinas Sosial, serta unit layanan rehabilitasi yang menyediakan tenaga profesional seperti psikolog, konselor anak, dan pekerja sosial. Koordinasi juga dilakukan bersama aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum tetap memperhatikan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" (the best interest of the child), terutama apabila pelaku masih berusia di bawah 18 tahun.
Namun demikian, temuan penelitian memperlihatkan bahwa berbagai kendala masih membatasi efektivitas upaya rehabilitatif dan reintegratif bagi pelaku. Salah satu kendala utama adalah minimnya sarana rehabilitasi khusus bagi anak pelaku kekerasan seksual. Fasilitas yang tersedia masih terbatas, baik dari segi kapasitas maupun dari segi kualitas layanan yang diberikan. Selain itu, ketersediaan psikolog anak yang berkompeten juga masih sangat kurang, sehingga proses asesmen dan rehabilitasi psikologis tidak dapat dilakukan secara menyeluruh.
Faktor lain yang menghambat adalah kuatnya stigma masyarakat terhadap anak pelaku kekerasan seksual. Stigma ini berdampak pada sulitnya proses reintegrasi sosial, karena sebagian masyarakat masih memandang pelaku anak sebagai ancaman dan menolak keberadaannya di lingkungan mereka. Akibatnya, banyak anak pelaku yang mengalami hambatan dalam kembali ke sekolah, mengikuti kegiatan sosial, maupun membangun relasi sosial baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun DP3A telah berupaya membangun koordinasi lintas lembaga, infrastruktur pendukung dan penerimaan sosial masyarakat masih belum memadai untuk mewujudkan reintegrasi yang efektif.



5) Kendala DP3A dalam Melaksanakan Upaya Preventif
a) Keterbatasan Sumber Daya
Penelitian mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya merupakan hambatan paling signifikan bagi DP3A dalam melaksanakan berbagai upaya preventif. Kekurangan tenaga profesional, seperti psikolog anak, konselor, dan pekerja sosial, menyebabkan banyak program edukasi dan pendampingan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Minimnya fasilitas pendukung seperti rumah aman mengakibatkan proses penanganan korban maupun pelaku tidak dapat dilakukan sesuai standar layanan perlindungan anak. Selain itu, keterbatasan anggaran membuat program sosialisasi dan pendidikan publik tidak dapat menjangkau seluruh kecamatan, sehingga beberapa wilayah masih belum pernah tersentuh program edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual.
b) Lemahnya Koordinasi Antar-OPD
Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum berjalan secara maksimal, meskipun isu kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan keterlibatan banyak sektor. Tidak adanya sistem koordinasi terpadu serta minimnya forum komunikasi rutin membuat setiap OPD cenderung bekerja sendiri-sendiri berdasarkan tugas pokoknya. Kondisi ini seringkali membuat penanganan kasus menjadi lambat, tidak sinkron, atau tidak tuntas. Terbatasnya SDM dan anggaran di masing-masing instansi juga turut memperburuk efektivitas koordinasi lintas sektor.
c) Rendahnya Kesadaran Masyarakat
Rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi faktor penghambat yang cukup besar dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap isu ini sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Banyak keluarga memilih diam atau menyelesaikan kasus secara internal karena takut akan stigma sosial, sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya. Di sisi lain, anak-anak sebagai kelompok rentan sering kali tidak mengetahui mekanisme pelaporan atau merasa malu dan takut untuk menceritakan pengalaman mereka. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus tidak terdeteksi, terlambat ditangani, atau bahkan tidak pernah dilaporkan sama sekali.
d) Minimnya Keterlibatan Lembaga Lain
Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual masih terlalu terpusat pada DP3A. Padahal, perlindungan anak membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, serta organisasi masyarakat sipil. Kurangnya keterlibatan lembaga-lembaga tersebut membuat layanan yang diterima korban tidak komprehensif, terutama dalam hal pemulihan psikologis, layanan kesehatan, serta dukungan sosial jangka panjang. DP3A menekankan bahwa tanpa keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tidak akan dapat berjalan secara efektif.





b. Pembahasan
1) Upaya Preventif DP3A Kabupaten Gorontalo
a) Program Pendidikan Seksual
Program pendidikan seksual yang dijalankan DP3A Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa dinas ini telah menerapkan bentuk pencegahan primer dalam perlindungan anak. Berdasarkan data hasil penelitian, DP3A menentukan lokasi pelaksanaan sosialisasi dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan di setiap kecamatan. Kecamatan Limboto, Telaga, Telaga Biru, dan Tibawa menjadi fokus utama karena data kasus kekerasan seksual di wilayah tersebut tergolong tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pendekatan berbasis kerawanan daerah ini menunjukkan bahwa DP3A telah melakukan analisis spasial terhadap pola kasus sebagai dasar perencanaan program, sehingga intervensi dilakukan secara terarah dan efisien.
Pelaksanaan pendidikan seksual yang mencakup pengenalan bagian tubuh, batasan interaksi fisik, serta cara melindungi diri selaras dengan prinsip “pendidikan perlindungan diri” (child self-protection education). DP3A melibatkan sekolah, guru, dan orang tua karena ketiga unsur ini merupakan ekosistem langsung yang membentuk perilaku anak. Pelibatan kepolisian, psikolog, dan lembaga layanan perlindungan anak juga menunjukkan penerapan konsep sistem perlindungan anak yang memerlukan sinergi banyak pihak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mengikuti program pendidikan seksual menjadi lebih berani berbicara ketika merasa tidak nyaman dengan perlakuan orang lain. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya laporan yang diterima sekolah maupun masyarakat setelah kegiatan sosialisasi dilakukan.
Walaupun program ini sudah berjalan dengan baik, cakupannya masih terbatas, khususnya bagi anak-anak di desa terpencil yang belum terjangkau kegiatan sosialisasi. Selain itu, materi pendidikan seksual belum terintegrasi dalam kurikulum sekolah, sehingga anak hanya menerima edukasi jika DP3A datang melakukan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program masih bergantung pada intervensi dinas, bukan sistem pendidikan formal.
b) Kampanye Publik
Kampanye publik yang dilakukan DP3A merupakan upaya preventif sekunder yang bertujuan meningkatkan kesadaran kelompok rentan, khususnya masyarakat di wilayah yang memiliki risiko tinggi terjadinya kekerasan seksual. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kampanye ini berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanda-tanda kekerasan seksual serta langkah-langkah pelaporan. Namun, kampanye ini belum dapat dilakukan secara rutin di semua wilayah karena keterbatasan anggaran operasional.
DP3A juga memanfaatkan Forum Anak sebagai konselor sebaya untuk memperluas jangkauan edukasi di tingkat komunitas. Pelibatan Forum Anak menunjukkan penerapan pendekatan partisipasi anak, yaitu memberikan ruang kepada anak untuk terlibat langsung dalam upaya perlindungan teman sebaya mereka. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Forum Anak memiliki peran signifikan dalam membantu mengidentifikasi kasus yang tidak terdeteksi oleh orang dewasa. Anak-anak cenderung lebih nyaman bercerita kepada teman sebaya dibandingkan kepada orang tua atau guru.
Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kampanye publik masih menghadapi keterbatasan serius. DP3A tidak dapat mencetak materi kampanye dalam jumlah besar, sehingga pesan edukasi tidak dapat disebarkan secara merata. Desa yang jauh dari pusat kabupaten juga seringkali tidak mendapatkan akses kampanye, menyebabkan variasi tingkat kesadaran masyarakat yang cukup tajam antara desa yang terjangkau dan yang tidak. Ketergantungan pada dana APBD membuat keberlanjutan kampanye sangat fluktuatif setiap tahun.
c) Pelatihan Orang Tua
Pelatihan bagi orang tua merupakan pilar penting dalam pencegahan kekerasan seksual mengingat keluarga adalah tempat utama anak mendapatkan rasa aman. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelatihan ini belum dilaksanakan secara optimal oleh DP3A. Keterbatasan anggaran memaksa DP3A untuk memprioritaskan program yang menyasar anak secara langsung. Akibatnya, pelatihan orang tua hanya dilakukan jika ada kerja sama dengan pemerintah desa atau lembaga mitra.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi orang tua mengenai kekerasan seksual menjadi salah satu penyebab utama sulitnya mendeteksi kasus sejak dini. Banyak orang tua masih menganggap perilaku anak yang menarik diri, mudah menangis, atau cemas sebagai hal biasa. Padahal, perilaku tersebut seringkali menjadi tanda awal trauma akibat kekerasan seksual. Dalam konteks inilah pelatihan orang tua menjadi sangat penting. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan masih bersifat sporadis dan belum memiliki modul baku.
Selain itu, mayoritas kegiatan pelatihan dilakukan di desa yang membiayai kegiatan melalui dana desa. Hal ini berarti keberlanjutan pelatihan sangat bergantung pada komitmen pemerintah desa masing-masing. Di desa yang tidak memiliki perhatian khusus terhadap isu anak, kegiatan pelatihan orang tua tidak berjalan sama sekali. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kebutuhan dan kenyataan implementasi program.
d) Rehabilitasi dan Reintegrasi Pelaku
Dalam aspek rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kekerasan seksual yang masih berusia anak, DP3A bersifat koordinatif karena kewenangan teknis berada pada lembaga lain seperti LPKA, BAPAS, atau lembaga rehabilitasi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa DP3A melakukan koordinasi aktif ketika kasus melibatkan pelaku dan korban dari lingkungan yang sama. Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa proses hukum, pendampingan psikologis, dan reintegrasi sosial tetap memperhatikan hak-hak anak.
Namun, temuan lapangan menunjukkan sejumlah kendala struktural. Pertama, fasilitas rehabilitasi bagi pelaku anak sangat terbatas. Tidak ada lembaga rehabilitasi khusus kekerasan seksual anak di Kabupaten Gorontalo. Anak pelaku biasanya dirujuk ke lembaga di tingkat provinsi, yang jumlahnya sangat sedikit dan tidak selalu mampu menerima semua kasus. Kedua, jumlah psikolog anak sangat terbatas, sehingga asesmen kondisi pelaku maupun pemulihan trauma tidak berjalan maksimal. Ketiga, stigma masyarakat terhadap pelaku anak sangat kuat, terutama di lingkungan pedesaan yang memiliki hubungan sosial yang erat. Stigma ini menyulitkan proses reintegrasi sosial dan seringkali membuat anak pelaku merasa tersingkir.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya reintegrasi pelaku akan berhasil hanya jika infrastruktur layanan dan penerimaan sosial masyarakat berjalan seimbang. Namun di Kabupaten Gorontalo, kedua aspek tersebut belum terpenuhi, sehingga upaya rehabilitasi dan reintegrasi belum dapat berjalan efektif.
2) Kendala DP3A Kabupaten Gorontalo
a) Sumber Daya yang Terbatas
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya merupakan persoalan paling mendasar yang dihadapi DP3A Kabupaten Gorontalo dalam menjalankan upaya preventif maupun responsif terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. Keterbatasan ini tidak hanya berkaitan dengan anggaran, tetapi juga menyangkut ketersediaan tenaga ahli, fasilitas pendukung, serta sarana operasional di lapangan.
Pertama, ketiadaan psikolog anak yang bertugas secara khusus di DP3A menjadi salah satu hambatan krusial. Padahal, penanganan kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan asesmen psikologis yang mendalam, baik untuk memastikan kondisi emosi korban maupun untuk memetakan risiko lanjutan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa ketika kasus terjadi, DP3A harus merujuk ke psikolog pihak ketiga dengan jumlah terbatas sehingga penanganan sering kali tertunda. Kondisi ini diperburuk oleh sedikitnya pekerja sosial dan konselor profesional yang tersedia di tingkat kabupaten, menyebabkan beban kerja staf DP3A menjadi sangat tinggi.
Kedua, minimnya fasilitas pendukung seperti rumah aman atau shelter khusus untuk korban dan pelaku anak membuat DP3A tidak dapat memberikan perlindungan sementara secara cepat ketika korban berada dalam situasi berisiko. Berdasarkan temuan di lapangan, DP3A harus bekerja sama dengan pihak lain atau menggunakan ruang sementara yang tidak sepenuhnya memenuhi standar kenyamanan maupun kerahasiaan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kualitas pemulihan korban.
Ketiga, keterbatasan anggaran menyebabkan banyak program edukasi dan sosialisasi tidak dapat menjangkau seluruh kecamatan, terutama wilayah pedesaan yang berlokasi jauh dari pusat pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya beberapa kecamatan prioritas yang setiap tahun memperoleh layanan secara rutin, sementara daerah lain hanya sesekali mendapat sosialisasi. Akibatnya, tingkat pemahaman masyarakat mengenai pencegahan kekerasan seksual menjadi tidak merata.
Secara keseluruhan, keterbatasan sumber daya membuat DP3A menghadapi kesulitan dalam melaksanakan program secara berkelanjutan dan komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen kelembagaan belum sepenuhnya didukung oleh sumber daya yang memadai, sehingga memengaruhi efektivitas perlindungan anak di Kabupaten Gorontalo.
b) Lemahnya Koordinasi Antar-OPD
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan kolaborasi dari berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, dan pemerintahan desa. Namun temuan penelitian mengungkapkan bahwa koordinasi antar-OPD di Kabupaten Gorontalo belum berjalan optimal. Setiap OPD cenderung bekerja berdasarkan tupoksi masing-masing tanpa memiliki mekanisme koordinasi yang terpadu.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketiadaan sistem pelaporan terintegrasi menjadi salah satu faktor utama lemahnya kolaborasi. Ketika sebuah kasus terjadi, informasi sering terlambat diterima oleh DP3A karena laporan melewati jalur informal atau bahkan tidak tercatat dalam sistem. Selain itu, tidak adanya forum komunikasi rutin membuat proses pertukaran informasi lintas instansi terhambat. Koordinasi sering kali hanya dilakukan ketika kasus sudah terjadi dan membutuhkan penanganan segera.
Selain itu, keterbatasan SDM dan anggaran yang dialami sebagian OPD membuat mereka tidak dapat berkontribusi optimal dalam kolaborasi. Dalam beberapa kasus, sekolah atau puskesmas yang berada di wilayah rawan tidak memiliki petugas khusus atau pelatihan memadai untuk mendeteksi tanda-tanda kekerasan seksual.
Hal ini mengakibatkan penanganan sering dilakukan secara sektoral, bukan holistik. Akibatnya, banyak kasus tidak ditangani tuntas, misalnya hanya selesai pada tahap medis tanpa pendampingan psikologis, atau hanya ditangani secara hukum tanpa intervensi sosial bagi keluarga. Lemahnya koordinasi antar-OPD ini berdampak langsung pada ketidakefektifan upaya preventif maupun kuratif.
c) Rendahnya Kesadaran Masyarakat
Temuan lapangan memperlihatkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi kendala utama dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gorontalo. Banyak kasus tidak dilaporkan karena keluarga menganggap isu ini sebagai aib yang harus ditutupi. Budaya malu dan takut menjadi sorotan masyarakat membuat korban kehilangan kesempatan mendapatkan perlindungan dan pemulihan.
Penelitian juga menemukan bahwa sebagian masyarakat masih belum memahami konsep kekerasan seksual, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik, seperti grooming, pelecehan verbal, dan eksploitasi digital. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus tidak disadari atau dianggap sebagai perilaku yang “wajar” dalam kehidupan sehari-hari.
Rendahnya literasi hukum juga membuat orang tua tidak memahami prosedur pelaporan. Anak yang mengalami kekerasan sering disuruh diam atau dinasihati untuk “melupakan” kejadian tersebut. Hal ini mengakibatkan trauma yang dialami anak semakin mendalam dan dalam beberapa kasus menyebabkan korban enggan bersosialisasi atau mengalami gangguan kecemasan.
Selain itu, norma budaya yang patriarkis turut berpengaruh terhadap cara masyarakat memandang isu ini. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa pembicaraan mengenai seksualitas harus dihindari, sehingga orang tua kurang terbuka dalam memberikan edukasi perlindungan diri kepada anak.
Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi berbasis komunitas harus diperkuat dan dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk mencegah, mendeteksi, dan melaporkan kekerasan seksual terhadap anak.
d) Minimnya Keterlibatan Lembaga Lain
Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A masih menjadi instansi yang paling dominan dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, padahal isu ini membutuhkan kerja sama banyak lembaga. Minimnya keterlibatan lembaga kesehatan, pendidikan, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan menyebabkan penanganan tidak berjalan secara holistik.
Lembaga kesehatan, misalnya, sering kali hanya memberikan penanganan medis tanpa menghubungkan kasus dengan DP3A apabila tidak ada permintaan resmi. Sekolah juga masih cenderung menutupi kasus demi menjaga nama baik institusi, sehingga anak korban tidak mendapatkan perlindungan yang diperlukan. Tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan yang seharusnya menjadi agen moral tidak semuanya aktif dalam mendorong pelaporan kasus atau memberikan edukasi kepada masyarakat.
Minimnya keterlibatan ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di Kabupaten Gorontalo masih terfragmentasi. Tanpa adanya penguatan peran dari berbagai pihak, upaya DP3A akan tetap terbatas dan tidak mampu menciptakan perlindungan anak yang menyeluruh sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional.

4. KESIMPULAN 
a. Upaya Preventif Yang Dilakukan Oleh DP3A Dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Gorontalo
Program Pendidikan Seksual yang dijalankan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, khususnya pada bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), difokuskan pada dua hal utama, yaitu pencegahan dan penanganan kasus. Penanganan dilakukan secara langsung oleh UPTD PPA, sementara upaya pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi yang menyasar berbagai lapisan masyarakat.
Kampanye publik yang dilakukan oleh Dinas PPA Kabupaten Gorontalo bertujuan untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan, tidak hanya terbatas pada kekerasan seksual. Strategi ini diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan di tingkat desa serta penguatan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dalam lingkungan mereka masing-masing.
Pelatihan Orang Tua di ketahui bahwa Pelaksanaan program sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gorontalo masih belum optimal dalam menjangkau kalangan orang tua secara langsung. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, sehingga kegiatan lebih difokuskan pada anak-anak di sekolah. Meskipun begitu, upaya untuk menyasar orang tua tetap dilakukan melalui pelatihan di tingkat desa, yang dikemas dalam bentuk bimbingan teknis atau peningkatan kapasitas. Strategi ini menjadi solusi alternatif untuk menyampaikan informasi terkait perlindungan anak dan pencegahan kekerasan dalam keluarga.
Pendekatan Rehabilitatif dan Reintegratif Bagi Pelaku Kekerasan  Anak, Pendekatan ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap anak, meskipun berstatus sebagai pelaku, tetap memiliki hak yang harus dilindungi. Jenis sanksi yang dijatuhkan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, mulai dari pemulangan kepada orang tua hingga penerapan sanksi sosial atau program rehabilitasi, bergantung pada seberapa berat pelanggaran tersebut
b. Faktor Penghambat Atau Kendala Yang Dihadapi oleh DP3A Kabupaten Gorontalo Dalam Melaksanakan Upaya Preventif Tersebut
Kurangnya Sumberdaya, Penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gorontalo berkaitan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Keterbatasan tersebut mencakup kurangnya tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial, serta belum meratanya ketersediaan fasilitas pendukung seperti rumah aman. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan preventif yang seharusnya dapat mencakup seluruh wilayah.
Kurangnya Koordinasi Antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Atau Lembaga Pemerintah, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga agar setiap instansi yang terlibat dalam upaya perlindungan anak dapat beroperasi dalam satu sistem yang terpadu dan efektif. Dengan demikian, penanganan kasus dapat berlangsung lebih cepat serta layanan yang diberikan kepada korban menjadi lebih optimal dan tidak saling tumpang tindih.
Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Isu Kekerasan Seksual Terhadap Anak, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan pelibatan aktif komunitas agar isu kekerasan seksual terhadap anak tidak lagi dianggap tabu dan dapat ditangani sejak dini.
Kurangnya Keterlibatan Lembaga Lain dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak, diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor dalam bentuk forum koordinasi yang aktif, alur kerja yang jelas, serta sistem komunikasi yang efektif antar lembaga. Langkah ini penting agar penanganan terhadap kasus kekerasan seksual tidak bersifat sektoral, melainkan menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, sehingga perlindungan terhadap anak dapat berjalan secara optimal.

5. UCAPAN TERIMAKASIH 
	Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Gorontalo atas kesempatan, dukungan, serta keterbukaan informasi selama proses penelitian berlangsung. Seluruh bantuan mulai dari penyediaan data, akses lapangan, hingga kesediaan narasumber memberikan wawancara sangat berperan penting dalam kelancaran penelitian ini.
	Penghargaan yang mendalam juga peneliti sampaikan kepada JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi, yang telah memberikan ruang bagi publikasi hasil penelitian ini. Dukungan editorial dan proses review ilmiah yang konstruktif dari tim redaksi sangat membantu dalam menyempurnakan kualitas karya tulis ini.
	Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan atas kontribusi semua pihak yang terlibat, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas perlindungan anak di Kabupaten Gorontalo.

6. DAFTAR PUSTAKA

Asiva Noor Rachmayani. (2015). Pemberdayaan perempuan dalam program nasional pemberdayaan masyarakat (pnpm) mandiri perkotaan di komunitas rajut erwela. 6.
Dania, I. A. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak Child Sexual Abuse. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Ibnu Sina : Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, 19(1), 46–52.
Franciscus Xaverius Wartoyo, & Yuni Priskila Ginting. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. Jurnal Lemhannas RI, 11(1), 29–46. https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423
I Gusti Bagus Hengki, I. M. K. (2021). Peran Perempuan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Preventif Normatif Yuridis. Jurnal Analisis Hukum, 4(1), 34–47.
Ifada, D. S. (2023). Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Maqasid Asy Syariah Di Kepolisian Resor Demak. YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 14(1), 63. https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i1.19412
Kusumaningtyas. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling Ivo Noviana. 200, 13–28.
Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
Nafilatul Ain, Anna Fadilatul Mahmudah, Susanto, A. M. P., & Imron Fauzi. (2022). Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah. Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan, 7(2), 49–58. https://doi.org/10.47435/jpdk.v7i2.1318
Novirahmayani, N. (2022). Penanggulangan Pemalsuan Surat Nikah Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang (Dalam Perkara No. 281/Pid. B/2021/PN Bkn). 281.
Nur, S. (2019). Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan & Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup. An-Nisa, 10(1), 99–111. https://doi.org/10.30863/annisa.v10i1.388
Nurul, F. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di wilayah Kabupaten Purwakarta. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1–21.
Rindana, S., Toyibah, A., & Aristina, N. E. (2022). Literature Review: Pendorong dan Penghambat Keputusan Perempuan Mengungkap Kekerasan. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), 11446–11459.
Soeharto. (2019). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan. 2(1), 57–67.

1 | Judul naskah singkat dan jelas, menyiratkan hasil penelitian (Penulis Pertama)

 | Judul naskah singkat dan jelas, menyiratkan hasil penelitian (Penulis Pertama)
2 | Judul naskah singkat dan jelas, menyiratkan hasil penelitian (Penulis Pertama)

image1.png




